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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

1. Di Balai Kota Padang menerapkan Disiplin Preventif kepada para 

karyawan PNS. Disiplin preventif pada Dinas Kota Padang sudah 

dapat di katakan relevan atau baik sebab pada proses pendisiplinan 

preventif telah melakukan berbagai strategi dalam mendisiplinkan 

diri pegawainya. Aturan pendisiplinan yang ditarapkan pada kantor 

Balai Kota Padang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana 

didalamnya sudah terdapat kewajiban yang harus diikuti oleh 

seorang ASN dan sanksi yang harus diterima apabila tidak mematuhi 

aturan. Telah mengikuti SOP yang telah diatur sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah yang digunakan. Balai Kota Padang juga 

menerapka disiplin korektif untuk mendisiplinkan pegawai. Disiplin 

korektif di Balai Kota Padang juga sudah dapat dikatakan lumayan 

baik sebab pada proses pendisiplinan korektif jenis sanksi yang 

pernah dikeluarkan adalah peringatan lisan karena jenis pelanggaran 

yang terjadi hanya sebatas pelanggaran ringan saja. Pemberian 

peringatan lisan yang terjadi di Balai Kota Padang pernah dialami 

oleh beberapa pegawai yang tentu telah melakukan pelanggaran. 

Rata-rata jenis pelanggaran yang terjadi berupa keterlambatan dalam 

masuk kerja itu juga terbukti dari tingkat kehadiran di absen kantor, 

masih ada pegawai yang Ketika datang ke kantor tidak tepat waktu. 
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2.  Upaya dalam meningkatkan disiplin di Balai Kota Padang telah 

melakukan sosialisasi peraturan kepada pegawai sebagai upaya untuk 

mendisiplinkan pegawai. Pembinaan preventif dilakukan kepada 

seluruh PNS Kantor Balai Kota Padang dengan cara 

mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. 

Di Balai Kota Padang menggunakan pendekatan humanis kepada 

pegawainya selain melakukan sosialisasi aturan. 

B. Saran 

 

1. Penerapan disiplin di Balai Kota Padang sudah cukup baik, tetapi 

masih harus ditingkatkan lagi agar tujuan dari pemerintah untuk 

mereformasi birokrasi menjadi lebih baik. 

2. Dalam meningkatkan disiplin PNS di Balai Kota Padang khususnya 

masih menggunakan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010. 

Karena masih efektif untuk di gunakan. Untuk ke depannya Balai 

Kota Padang harus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021. Karena harus mengikuti kebijakan pemerintah yang 

baru. 
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